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Abstract 
 
This study intends to analyze the influence of local revenue, general allocation funds, and 
specific allocation funds on total expenditure of Poso Government. Population consists of 58 
governmental working units andeight of them selected as the sample. The study uses time series 
data for 5 years from 2011-2015. Sample method is purposive research method is verificative with 
quantitative approach by using multiple linear regressions. The result find that: 1) local revenue, 
general allocation funds, and specific allocation funds simultaneously have significant influence on 
total expenditure of Poso Government; 2) local revenue has insignificant influence on total 
expenditure of Poso Government; 3) general allocation funds have significant influence on total 
expenditure of Poso Government; 4) Specific allocation funds have significant influence on total 
expenditure of Poso Government. Based on the results, it is recommended to the local government 
to increase local revenues by extending the base of tax and retribution, increasing the performance 
of regional-owned enterprises, intensification and extension of taxes, and the procurement for 
taxation in potential fields. 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah 
salah satu landasan yuridis bagi 
pengembangan Otonomi Daerah di 
Indonesia. Undang-Undang ini disebutkan 
bahwa pengembangan otonomi pada daerah 
kabupaten dan kota diselenggarakan dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, 
peran serta masyarakat, pemerataan dan 
keadilan, serta memperhatikan potensi dan 
keanekaragaman daerah (Mardiasmo, 
2002;8) 
Sejak diberlakukannya otonomi daerah di 
Indonesia dan ditetapkannya Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 dan telah direvisi 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang PemerintahanDaerah serta 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang perimbangan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah 
provinsi maupun pemerintah kabupaten dan 
kota telah diberi wewenang untuk mengatur 
pembangunan daerahnya sendiri. Pemberian 
otonomi daerah yang mengedepankan 
kemandirian daerah akan menciptakan efisiensi 
dan efektivitas dalam pendayagunaan sumber 
daya keuangan.  
Laporan keuangan yang handal dan dapat 
dipercaya sangat diperlukan untuk 
menggambarkan sumber daya keuangan daerah 
tersebut. Hal ini sesuai dengan ciri penting dari 
suatu daerah otonom yang mampu 
menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu 
terletak pada strategi Sumber Daya Manusia 
(SDM) dan kemampuan di bidang keuangan 
daerah (Bism,dkk. 2010). 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014juga menyebutkan bahwa pemerintah 
daerah berhak untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintah menurut azas 
otonomi  daerah, diarahkan untuk 
mempercepat tercapainya kesejahteraan 
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masyarakat melalui peningkatan pelayanan 
pemberdayaan dan peran serta semua 
masyarakat. Pemerintah mendorong 
pembangunan nasional dengan memberikan 
dana transfer yang setiap tahun alokasi 
anggarannya semakin meningkat.  
Di sisi lain untuk meningkatkan 
penguatan pendapatan daerah, pemerintah 
juga telah meningkatkan kewenangan bagi 
pemerintah daerah dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat 
kedepan tantangan yang dihadapi oleh 
pemerintah daerah semakin berat dalam 
mengelola anggarannya sehingga perlu 
kiranya pemerintah daerah tersebut semakin 
didorong untuk memanfaatkan sumber 
pendapatan serta mampu mengefisienkan dan 
mengefektifkan sisi belanjanya. 
Keleluasaan dan kewenangan yang 
dimiliki pemerintah daerah tersebut dalam 
menggunakan dana transfer yang 
diterimanya, daerah diharapkan dapat berbuat 
banyak untuk melakukan penguatan sektor 
riil dalam meningkatkan pelayanan umum 
dan kesejahteraan di wilayah masing-masing. 
Pendelegasian kewenangan tentunya 
disertai dengan penyerahan dan pengalihan 
tanggungjawab pendanaan, sarana dan 
prasarana, serta sumber daya manusia dalam 
kerangka desentralisasi fiskal. Pendanaan 
kewenangan yang diserahkan dapat 
dilakukan dengan dua cara yaitu 
mendayagunakan potensi keuangan daerah 
sendiri dan mekanisme perimbangan 
keuangan pusat-daerah dan antar 
daerah.Pemerintah daerah dalam rangka 
menjalankan fungsi dan kewenangannya 
diharapkan mampu mencari sumber-sumber 
penerimaan keuangannya sendiri khususnya 
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan 
pembangunan dengan bertumbuh kepada 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 
dimilikinya. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
merupakan sumber utama pembiayaan dan 
pengeluaran daerah.Oleh karena itu, daerah 
harus dapat mengenali potensi dan 
mengindentifikasi sumber-sumber daya yang 
dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan 
asli daerah. Selain PAD, penerimaan daerah 
juga berasal dari dana perimbangan yaitu 
dana alokasi umum dan dana alokasi 
khusus.Semakin besar kontribusi pendapatan 
asli daerah terhadap struktur APBD, maka 
akan semakin kecil pula ketergantungan 
daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. 
Tingginya ketergantungan Pemerintah 
Daerah terhadap dana dari pemerintah pusat, 
sementara pengelolaan Pendapatan Asli 
Daerah masih belum maksimal. 
 
Tabel 1. Penerimaan PAD,DAU,DAK 
dan Total Belanja Tahun 2011 s/d 2015 
 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso 
 
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
dari tahun 2011 sampai 2015 terus 
mengalami kenaikan meskipun pada tahun 
2011 sampai 2013 kenaikannya tidak begitu 
besar dimana perekonomian dan 
pembangunan mulai berjalan meskipun 
belum stabil secara keseluruhan, hal ini 
dikarenakan Kabupaten Poso merupakan 
daerah pasca konflik dimana pembangunan 
daerah banyak mengalami keterlambatan dan 
ketertinggalan dibandingkan dengan daerah 
lainnya khususnya di wilayah Provinsi 
Sulawesi Tengah.  
Pada tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi 
kenaikan yang cukup tinggi, begitu pula pada 
penerimaan dana perimbangan berupa Dana 
Alokasi Khusus juga mengalami kenaikan 
pada tahun 2015  mencapai 100% dimana 
peruntukannya untuk sarana dan prasarana 
atau penyediaan infrastruktur daerah. 
Sedangkan untuk penerimaan Dana Alokasi 
Umum kenaikannya setiap tahun terlihat 
stabil atau tidak ada  perbedaan yang 
mencolok kenaikkannya.  
1 2011 25.654.921.631,41 433.883.180.000,00 57.437.200.000,00 669.530.141.587,41
2 2012 26.224.302.860,06 509.604.879.000,00 58.877.580.000,00 736.679.387.042,39
3 2013 33.409.776.073,51 583.806.859.000,00 73.980.930.000,00 795.670.064.586,56
4 2014 66.747.550.693,51 642.281.901.000,00 82.058.250.000,00 957.511.749.146,76
5 2015 62.746.631.739,09 678.031.865.000,00 190.888.740.000,00 966.421.231.214,52
No Tahun PAD DAU DAK Total Belanja
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Namun disisi lain  total belanja daerah 
relatif sangat tinggi dari tahun ke tahun 
mengalamikenaikan dimana kemampuan 
keuangan daerah masih belum memadai 
untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan. Tingginya belanja daerah 
perlu diimbangi dengan penerimaan 
keuangan daerah, dimana tingginya belanja 
tersebut digunakan untuk membiayai 
pembangunan diberbagai bidang dan sektor, 
baik pembangunan fisik maupun non fisik. 
Semakin besar sumbangan PAD terhadap 
belanja daerah akan menunjukkan semakin 
kecil ketergantungan daerah kepada 
pemerintah pusat, sehingga meningkatkan 
otonomi dan keleluasaan daerah. 
Berdasarkan latar belakang di atas 
maka peneliti mengangkat judul: “Pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 
Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap 
Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Poso”. 
Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah:  
1) Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan 
Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Poso; 2) Apakah Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi 
Khusus  berpengaruh signifikan terhadap 
Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Poso; 3) Apakah Pendapatan Asli 
Daerahberpengaruh signifikan terhadap Total 
Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso; 
4) Apakah Dana Alokasi Umumberpengaruh 
signifikan terhadap Total Belanja 
PemerintahDaerah Kabupaten Poso; 5) 
Apakah Dana Alokasi Khususberpengaruh 
signifikan terhadap Total Belanja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pos. 
Mengacu pada rumusan masalah yang telah 
diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah:1) Untuk 
mendeskripsikan Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus 
danTotal Belanja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Poso; 2) Untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh signifikansi 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 
Umum, dan Dana Alokasi Khusus 
terhadapTotal Belanja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Poso; 3) Untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh signifikansi 
Pendapatan Asli Daerah terhadap Total 
Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso; 
4) Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh signifikansi Dana Alokasi Umum 
terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Poso; 5)Untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh signifikansi Dana 
Alokasi Khusus terhadap Total Belanja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. 
 
METODE 
Penelitian Penelitian ini menggunakan 
metode verifikatif dengan pendekatan 
kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013) metode 
verifikatif dengan pendekatan kuantitatif 
merupakan penelitianyang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel 
atau lebih sertamenggunakan data numerik 
(angka), yang kemudian diolah dan dianalisis 
untuk diambil kesimpulan.Penelitian 
deskriptif adalah metode yang digunakan 
untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 
data yang telah terkumpul sebagaimana 
adanya tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 
generalisasi.Metode verifikatif yaitu menguji 
kebenaran sesuatu (pengetahuan) dalam 
bidang yang telah ada dan digunakan untuk 
menguji. Dengan menggunakan metode 
penelitian verifikatif ini diharapkan dapat 
memperoleh gambaran akurat mengenai 
fakta–fakta dan hubungan antara variabel-
variabel yang diteliti.Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kuantitatif, yaitu data sekunder menggunakan 
runtut waktu (timeseries) selama5 tahun 
mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 
Sumber data diperoleh dari Badan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Poso. 
4 e Jurnal Katalogis, Volume 6 Nomor 1Januari 2018 hlm 1-10                            ISSN: 2302-2019 
 
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa Studi 
Pustaka (mengumpulkan berbagai literatur 
atau peraturan yang berkaitan dengan obyek 
penelitian), dokumentasi (pengumpulan data 
berdasarkan dokumen dan laporan tertulis) 
dan wawancara dengan pihak terkait yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
Teknik analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan metode pendekatan 
kuantitatif. Dengan  menggunakan data 
sekunder yang yang diperoleh dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 
Software yang digunakan untuk menganalisis 
data penelitian adalah program SPSS 
Statistics 17.0  
Populasi dalam penelitian ini 
adalahseluruh Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Pemerintah Kabupaten Poso 
sebanyak 58 SKPD yang terdiri dari: 10 
Bagian pada Sekertariat Daerah (PERDA No. 
13 Tahun 2016), 22 Dinas (PERDA No. 13 
Tahun 2016), 7 Badan/Lembaga Teknis 
Daerah (PERDA No. 13 Tahun 2016) dan 19 
Kecamatan. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik sampling 
purposive. Sugiyono (2013:85) menyatakan 
bahwa sampling purposive adalah teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, 
penentuan sampel ditentukan pada kriteria-
kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan 
tujuan penelitian. Kriteria tersebut adalah : 
a) SKPD Penghasil Pendapatan Asli Daerah 
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015; b) 
SKPD Penerima Dana Alokasi Umum dan 
Dana Alokasi Khusus Tahun 2011 sampai 
dengan Tahun 2015. Berdasarkan kriteria 
tersebut, sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 8 (delapan) SKPD dengan rincian 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
Tabel 2. Nama SKPD yang menjadi  
sampelPenelitian 
 
Sumber :Bagian Hukum Setdakab. Poso 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perkembangan Pendapatan Asli 
DaerahKabupaten Poso 
 
Perkembangan pendapatan asli 
daerahKabupaten Poso Tahun Anggaran 
2011-2015 sebagai berikut: 
 
Tabel 3. Perkembangan Pendapatan Asli 
DaerahKabupaten Poso 
Tahun Anggaran 2011-2015 (%) 
 
Sumber :Data diolah Kembali 
 
 
Berdasarkan tabel di atas nampak 
perkembangan rata-rata pendapatan asli 
daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Kabupaten Poso adalah 13,03% setiap 
tahunnya, dengan kenaikan yang 
berfluktuatif selama kurun waktu 5 (lima) 
tahun terakhir.  Dimana tahun 2012 sebesar 
11,85% meningkat di tahun 2013 menjadi 
14,21% namun turun kembali 2013 sebesar 
3,19 tetapi 2015 meningkat sebesar 22,87%. 
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 Dinas Kesehatan
3 Dinas Pekerjaan Umum 
4 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5 Dinas Perhubungan
6 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
7 Dinas Pertanian
8 Dinas   Perikanan dan Kelautan
NO Nama SKPD
2011 2012 2013 2014 2015
1
Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan
-         -         16,67     14,60     7,82        
2 Dinas Kesehatan 25,72     115,76   53,25     8,72       50,86      
3 Dinas Pekerjaan Umum (17,16)    9,90       (46,17)    34,02     (4,85)       
4
Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman
11,12     35,51     13,87     6,21       16,68      
5 Dinas Perhubungan (0,52)      26,21     2,15       2,06       7,48        
6
Dinas Koperasi UMKM 
dan Perdagangan
10,16     13,70     0,35       (9,69)     3,63        
7 Dinas Pertanian 12,64     (79,97)    -         119,59   13,07      
8
Dinas   Perikanan dan 
Kelautan
52,87     (7,42)      (14,60)    7,41       9,57        
11,85   14,21   3,19     22,87  13,03    
NO Nama SKPD
Tahun Anggaran
Rata-rata
Rata-rata
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Untuk lebih mendapatkan hasil yang 
maksimal dalam mendukung otonomi daerah 
sekiranya Kabupaten Poso terus berusaha 
untuk meningkatkan pendapatan asli 
daerahnya.Ada beberapa hal yang dapat 
dilakukan yaitu dengan intensifikasi dan 
ekstensifikasi pelayanan pajak dan retribusi 
daerah serta bukannya menambah jenis pajak 
dan retribusi daerah baru yang dapat 
menambah beban ekonomi masyarakat. 
Proporsi pendapatan asli daerah dalam 
membiayai belanja daerah dalam kurun 
waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 
hanya 1%, dibandingkan dengan dana alokasi 
umum 84% dan dana alokasi khusus 14%.  
Kondisi ini tentu saja membutuhkan 
perhatian dan keseriusan dari Pemerintah 
Daerah Kabupaten Poso untuk meningkatkan 
pendapatan asli daerahnya, baik dari sektor 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan maupun dari lain-lain penerimaan 
pendapatan asli daerah yang sah dengan terus 
berupaya menggali potensi daerah yang ada 
dan peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan daerah, di sisi lain 
dapat  mengurangi ketergantungan 
pemerintah daerah kabupaten poso pada 
pemerintah pusat. 
 
Perkembangan Dana Alokasi Umum 
Kabupaten Poso 
 
Perkembangan Dana Alokasi Umum 
Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2011-2015 
sebagai berikut: 
Tabel 4. Perkembangan Dana Alokasi 
UmumKabupaten Poso 
Tahun Anggaran 2011-2015 (%)
 
Sumber :Data diolah Kembali 
Tabel 4 menunjukkan persentase 
perkembangan dana alokasi umum di 8 
(delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Kabupaten Poso yang menjadi sampel 
penelitian  rata-rata  18,42% setiap tahunnya, 
dimana tahun 2012 sebesar 28,20% namun 
dari tahun 2013 mengalami penurunan 
hingga tahun 2015 yakni 15,68%/2013, 
16,86%/2014 dan 12,95/2015.Hal ini sejalan 
dengan total belanja daerah yang juga terus 
mengalami peningkatan selama 5 (lima) 
tahun terakhir (2011-2015). Pada tahun 2011 
jumlah dana alokasi umum sebesar 
Rp.310.489.640,00 meningkat menjadi 
Rp.515.887.284.826,33 pada tahun 2015. 
Dengan kata lain dana alokasi umum 
mengalami peningkatan sebesar 66.15%. 
Rata-rata realisasi dana alokasi umum satuan 
kerja perangkat daerah di Kabupaten Poso 
yang menjadi sampel penelitian adalah 
Rp.52.519.073.348,23. 
 
Perkembangan Dana Alokasi Khusus 
Kabupaten Poso 
 
Perkembangan Dana Alokasi Khusus di 
Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2011-2015 
sebagai berikut: 
Tabel 5. Perkembangan Dana Alokasi 
KhususKabupaten Poso 
Tahun Anggaran 2011-2015 (%) 
 
 Sumber : Data diolah kembali 
 
  
Tabel 5 diatas menunjukkan 
perkembangan Dana Alokasi Khusus 
Kabupaten Posodengan rata-rata tahun 2012 
2011 2012 2013 2014 2015
1
Pendidikan dan 
Kebudayaan 9,26     23,43   10,92    0,70     11,08      
2 Kesehatan 1,23     32,81   1,86      (2,08)    8,46        
3 Pekerjaan Umum 89,61   64,29   (2,28)     55,84   51,87      
4
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 71,27   (1,67)    (0,68)     (0,51)    17,10      
5 Perhubungan 12,88   22,74   9,69      (8,84)    9,12        
6
Koperasi UMKM dan 
Perdagangan 25,16   27,98   22,16    112,54 46,96      
7 Pertanian 9,32     (13,34)  74,46    (30,90)  9,89        
8 Perikanan dan Kelautan 6,88     (30,79)  18,73    (23,16)  (7,09)       
28,20   15,68   16,86    12,95   18,42      Rata-rata
NO Nama SKPD
Tahun Anggaran
Rata-rata
2011 2012 2013 2014 2015
1
Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan
-         -         16,67     14,60     7,82        
2 Dinas Kesehatan 25,72     115,76   53,25     8,72       50,86      
3 Dinas Pekerjaan Umum (17,16)    9,90       (46,17)    34,02     (4,85)       
4
Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman
11,12     35,51     13,87     6,21       16,68      
5 Dinas Perhubungan (0,52)      26,21     2,15       2,06       7,48        
6
Dinas Koperasi UMKM 
dan Perdagangan
10,16     13,70     0,35       (9,69)     3,63        
7 Dinas Pertanian 12,64     (79,97)    -         119,59   13,07      
8
Dinas   Perikanan dan 
Kelautan
52,87     (7,42)      (14,60)    7,41       9,57        
11,85   14,21   3,19     22,87  13,03    
NO Nama SKPD
Tahun Anggaran
Rata-rata
Rata-rata
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sebesar 11,85% tahun 2013 meningkat 
14,21% namun pada tahun 2014 mengalami 
penurunan yang cukup besar yakni sebesar 
3,19%, kemudian tahun 2015 kembali 
meningkat sebesar 22,87% dengan rata-rata 
13,03% setiap tahunnya. 
Perkembangan dana alokasi khusus 
Kabupaten Poso selama 5 tahun terakhir 
(2011-2015) berfluktuasi disebabkan oleh 
dana alokasi khusus merupakan dana 
perimbangan yang berasal dari transfer 
pemerintah pusat. Pemerintah pusat sebagai 
pembuat kebijakan memberikan dana alokasi 
khusus dengan memperhatikan kebutuhan 
khusus yang ada di daerah. Naik turunnya 
perkembangan dana alokasi khusus 
dsesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. Dana alokasi khusus 
mempunyai peranan dalam belanja pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso 
dimanaProporsi dana alokasi khusus terhadap 
total belanja pemerintah daerah Kabupaten 
Poso adalah sebesar 14%. 
 
Perkembangan Total Belanja Pemerintah 
Kabupaten Poso 
 
Perkembangan Total Belanja di 
Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2011-2015 
sebagai berikut: 
Tabel 6. Perkembangan Total Belanja  
Kabupaten Poso 
Tahun Anggaran 2011-2015 (%) 
 
Sumber : Data diolah kembali 
 
Tabel 6 diatas menunjukkan 
perkembangan Total Belanja Kabupaten Poso 
dengan rata-rata pada tahun 2012 sebesar 
14,76%, tahun 2013 meningkat 21,41% 
namun pada tahun 2014 mengalami 
penurunan menjadi 19,29%, kemudian tahun 
2015 kembali meningkat sebesar 24,39% 
dengan rata-rata 20,10% setiap tahunnya. 
Hal ini mengindikasikan bahwa 
perkembangan Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus 
dan Total Belanja pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Poso secara umum 
berfluktuatif/tidak stabil. 
 
Uji Asumsi Klasik 
 
 
Uji Normalitas 
 
Normalitas bertujuan mengkaji apakah 
dalam model regresi kedua variabel (bebas 
maupun terikat) mempunyai distribusi 
normal atau setidaknya mendekati normal 
(Ghozali 2011).Deteksi normalitas dilakukan 
dengan melihat penyebaran data (titik) pada 
sumbu diagonal dari grafik. Dasar 
pengambilan keputusan adalah: 1) Jika data 
tersebar di sekitar garis diagonal dan 
mengikuti arah garis diagonal maka model 
regresi memenuhi asumsi normalitas; 2) Jika 
menyebar jauh dari diagonal maka model 
regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
Hasil Uji Normalitas data dapat dilihat 
pada titik sebaran data yang dihasilkan dalam 
penelitian ini sehingga dapat disimpulkan 
bahwa data dalam penelitian ini adalah data 
normal, sebagaimana terlihat pada gambar 
berikut ini. 
 
 
 
Gambar 1:Normal Probability Plot 
 
 
2011 2012 2013 2014 2015
1 Pendidikan dan Kebudayaan 19,13     4,50       5,81       6,26       8,92         
2 Kesehatan 7,99       21,23     18,08     5,60       13,22       
3 Pekerjaan Umum (46,45)    57,43     17,84     105,61   33,61       
4
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 70,02     40,58     8,81       (19,38)   25,01       
5 Perhubungan 17,18     22,97     11,01     (1,66)     12,37       
6
Koperasi UMKM dan 
Perdagangan 44,01     2,02       46,42     81,50     43,48       
7 Pertanian 21,34     (14,45)    46,16     51,83     26,22       
8 Perikanan dan Kelautan (15,11)    36,99     4,54       (34,65)   (2,06)       
14,76     21,41     19,83     24,39     20,10       Rata-rata
NO Nama SKPD
Tahun Anggaran
Rata-rata
Siti Annaziah Wulandari, Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana ....................................7 
 
 
Uji Multikolinearitas 
 
Uji Multikolinearitas dideteksi dengan 
menggunakan Tolerance Value dan Variance 
Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance 
value diatas 0,10 atau nilai Variance Inflation 
Factors (VIF) dibawah 10 maka tidak terjadi 
multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas 
dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut: 
 
Tabel 7. Uji Multikolinearitas
 
Sumber : Hasil olah data menggunakan SPSS 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 
tolerance semua variabel independen > 0.1 
dan nilai VIF semua variabel independen < 
10, dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa model regresi terbebas dari 
multikolinearitas. 
 
Uji Autokorelasi 
 
Uji Autokorelasi bertujuan untuk 
menguji apakah terdapat korelasi antara 
kesalahan-kesalahan pada data runtut waktu 
(timeseries).Model regresi yang baik adalah 
model regresi yang bebas dari autokorelasi 
(Ghozali, 2011). Uji autokorelasi dalam 
penelitian ini menggunakan uji statistik 
DurbinWatson sebagaimana ditunjukkan 
pada tabel 7 sebagai berikut: 
 
Tabel 8. Uji Autokorelasi
 
Sumber : Hasil olah data menggunakan SPSS 
Tabel diatas menunjukan bahwa nilai 
Durbin-Watson  adalah 2,120. Berdasarkan 
tabelDurbin Watson, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa dalam model regresi 
tidak terdapat masalah autokorelasi. Untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 
bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW 
test) dengan ketentuan sebagai berikut: a) 
Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari 
(4-dL), maka hipotesis nol ditolak atau 
terdapat autokorelasi; b) Jika d terletak antara 
dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima 
atau tidak terdapat autokorelasi; c) Jika d 
terletak antara dL dan dU atau diantara (4-
dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan 
kesimpulan yang pasti.  
 
Uji Heteroskedastisitas 
 
Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain atau 
untuk melihat penyebaran data. Jika variance 
dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain tetap, maka disebut 
Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 
adalah yang homoskedastisitas atau tidak 
terjadi heteroskedastisitas.Pengujian 
heteroskedastisitas penelitian ini dilakukan 
dengan melihat grafik scatterplot, 
sebagaiberikut.
 
 
Gambar 2:Uji Heterokedastisitas 
 
Gambar 2 menunjukkan bahwa titik-
titik menyebar secara acak serta tersebar baik 
di atas maupun di bawah angka nol pada 
sumbu y dan terlihat tidak ada pola yang jelas 
yang terbentuk dari titik-titik tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 
B Std. Error Tolerance VIF
(Constant) 3,02E+12 3,08E+12
pad .386 1.084 .974 1.026
dau 1.014 .024 .941 1.062
dak 1.273 .114 .943 1.061
Model
Unstandardized 
Coefficients
Collinearity Statistics
1
a. Dependent Variable: total belanja
Model R R Square
Adjusted 
R Square
Std. Error 
of the 
Estimate
Durbin-
Watson
1 .992
a .984 .983 1,40E+15 2.120
Model Summary
b
a. Predictors: (Constant), dak, pad, dau
b. Dependent Variable: total belanja
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bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 
model regresi. 
 
Analisis Regresi Linear Berganda 
 
Regresi Linear Berganda merupakan 
salah satu alat statistik Parametrik dengan 
fungsi menganalisis dan menerangkan 
keterkaitan antara dua atau lebih faktor 
penelitian yang berbeda nama, melalui 
pengamatan pada beberapa hasil observasi 
(pengamatan) di berbagai bidang kegiatan. 
Hasil analisis regresi linear berganda 
dengan menggunakan software SPSS for 
windows versi 17.diperoleh hasil-hasil 
penelitian dari 40 sampel dengan dugaan 
pengaruh ketiga variabel independen (PAD,  
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 
Khusus) terhadap  Total Belanja pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso 
Diketahui hasil perhitungan sebagai berikut: 
 
Tabel 9. Rangkuman Hasil Analisis 
RegresiBerganda 
 
Sumber :Data diolah, 2017 
  
Model Regresi yang diperoleh dari 
tabel di atas adalah sebagai berikut: 
Y = 3019273148,568 + 0,386X1+1,014X2  + 1,273X3 
  
Model persamaan tersebut dapat 
diinterprestasikan sebagai berikut: 
1. Nilai konstanta sebesar 3019273148,568 
berarti Total Belanja pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Poso sebelum adanya 
variabel independen adalah sebesar  
3019273148,568. 
2. Pendapatan Asli Daerah(X1) dengan 
koefisien regresi 0,386ini berarti terjadi 
pengaruh yang positif antara pendapatan 
asli daerah dan Total Belanja. Artinya 
bahwa setiap penambahan pendapatan asli 
daerah 1 satuan akan meningkatkan Total 
Belanja sebesar 0,386 satuan pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. 
3. Dana Alokasi Umum (X2) dengan 
koefisien regresi 1,014 ini berarti terjadi 
pengaruh yang positif antara dana alokasi 
umum dengan Total Belanja. Artinya 
bahwa setiap terjadi penambahan dana 
alokasi umum 1 satuan akan 
mengakibatkan terjadi penambahan Total 
Belanja sebesar 1,014 satuan pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. 
4. Dana Alokasi Khusus (X3) dengan 
koefisien regresi 1,273 ini berarti terjadi 
pengaruh yang positif antara dana alokasi 
khusus dengan Total Belanja. Artinya 
bahwa setiap terjadi penambahan dana 
alokasi khusus 1 satuan akan 
mengakibatkan terjadi penambahan Total 
Belanja sebesar 1,273 satuan pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. 
 
Pengujian Hipotesis 
 
Pengujian hipotesis dilakukan untuk 
mengetahui apakah hipotesis yang diajukan 
terbukti atau tidak terbukti. Hasil pengujian 
hipotesis dengan menggunakan regresi linier 
berganda dapat dijabarkan sebagai berikut: 
 
1. Pengujian Pengaruh Simultan 
Uji simultan adalah sebuah pengujian 
untuk mengetahui apakah variabel 
independen (X) yang diteliti memilki 
pengaruh terhadap variabel dependen (Y) 
berarti semua variabel bebasnya, yakni 
Pendapatan Asli Daerah (X1),Dana Alokasi 
Umum (X2)  dan Dana Alokasi Khusus (X3) 
dengan variabel tidak bebasnya Total Belanja 
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso 
yakni: 
Hasil uji determinasi (kehandalan 
model) berdasarkan tabel 8memperlihatkan 
nilai Adjusted R Square = 0,983 atau = 
98,30%. Hal ini berarti bahwa sebesar 
98,30% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh 
ketiga variabel bebas, selebihnya variabel 
tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti. 
Koefisien Standar
Regresi Error
C   = Constanta 3019273148,568 3080574421,911 0,98 0,334
X1 = PAD 0,386 1,084 0,356 0,724
X2 = DAU 1,014 0,024 42,141 0
X3 = DAK 1,273 0,114 11,149 0
 R-                                     = 0,992
 R-Square                           = 0,984                F-Statistik                     = 744,286=74 ,286
 Adjusted R-Square            = 0,983                Sig. F                            = 0,000
Dependen Variabel Y = TO TAL BELANJA
Variabel t Sig
Siti Annaziah Wulandari, Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana ....................................9 
 
 
Koefisien korelasi (R) memberikan 
makna tingkat keeratan variabel independen 
dengan variabel dependen, semakin tinggi 
nilai koefisien maka hubungan antar variabel 
semakin erat, hasil analisis di atas 
menunjukkan bahwa besaran koefisien 
korelasi multiple R adalah sebesar 0,992 = 
99,2%. Hal ini berarti tingkat keeratan 
hubungan variabel tersebut adalah sangat 
kuat. 
Hasil uji F digunakan untuk 
mengetahui pengaruh signifikansi variabel 
dependen secara simultan terhadap variabel 
independen. Selanjutnya dari hasil 
perhitungan diperoleh Fhitung = 744,286 pada 
taraf nyata ά = 0,05 atau α < 0,05. Dari tabel 
9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 
F=0,000. Sehingga dapat dinyatakan bahwa  
secara bersama-sama (simultan) variabel 
bebas mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel tidak bebasnya.Dengan 
demikian maka hipotesis pertama yang 
menyatakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 
Khusus secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap Total Belanja pada 
Pemerintah Daerah KabupatenPoso 
berdasarkan hasil uji-F ternyata terbukti. 
 
2. Pengujian Hipotesis Kedua  
Pengujian secara parsial dimaksudkan 
untuk melihat apakah ada pengaruh masing-
masing variabel bebas terhadap variabel tidak 
bebasnya.  
Untuk variabel pendapatan asli daerah, 
hasil perhitungannya menunjukkan bahwa 
nilai koefisien regresi sebesar 0,386, 
sementara tingkat signifikansi t sebesar 
0,724. Dengan demikian nilai sig t>0,05 pada 
taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat 
dinyatakan bahwa variabel pendapatan asli 
daerahmempunyai pengaruh dan tidak 
signifikan terhadapTotal Belanja pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. 
Hasil perhitungan menunjukkan pula 
bahwa nilai koefisien determinasi parsial 
variabel Pendapatan Asli Daerah (X1)  adalah 
sebesar 0,315. Nilai ini memberi arti bahwa 
besarnya pengaruh variabel Pendapatan Asli 
Daerah secara parsial terhadap Total Belanja 
pada pemerintah daerah Kabupaten Poso 
adalah sebesar 31,5% dengan asumsi variabel 
lainnya dinilai konstan. 
Dengan demikian maka hipotesis kedua 
yang menyatakan bahwa Pendapatan asli 
daerahberpengaruh signifikan terhadap Total 
Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Poso, berdasarkan hasil uji-t ternyata tidak 
terbukti. 
 
3. Pengujian Hipotesis Ketiga  
Hasil perhitungannya menunjukkan 
bahwa nilai koefisien regresi sebesar 1,014, 
sementara tingkat signifikasi t sebesar 0,000. 
Dengan demikian nilai sig t<0,05 pada taraf 
kepercayaan 95%. Sehingga dapat 
dinyatakan bahwa variabel dana alokasi 
umum mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap total belanja pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Poso. Dengan demikian 
maka hipotesis ketiga yang menyatakan 
bahwa: Dana alokasi umum berpengaruh dan 
signifikan terhadap total belanja pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, 
berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti. 
 
4. Pengujian Hipotesis Keempat 
Untuk variabel dana alokasi khusus, 
hasil perhitungannya menunjukkan bahwa 
nilai koefisien regresi sebesar 1,273, 
sementara tingkat signifikasi t sebesar 0,000. 
Dengan demikian nilai sig t<0,05 pada taraf 
kepercayaan 95%. Sehingga dapat 
dinyatakan bahwa variabel dana alokasi 
khusus mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap total belanja pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Poso. Dengan demikian 
maka hipotesis keempat yang menyatakan 
bahwa: Dana alokasi khusus berpengaruh dan 
signifikan terhadap total belanja pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, 
berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
1. Pendapatan asli daerah, dana alokasi 
umum dan dana alokasi khusus secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap 
total belanja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Poso. 
2. Pendapatan asli daerah berpengaruh tidak 
signifikan terhadap total belanja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. 
3. Dana alokasi umum berpengaruh 
signifikan terhadap total belanja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. 
4. Dana alokasi khusus berpengaruh 
signifikan terhadap total belanja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. 
 
Rekomendasi 
1. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Poso untuk meningkatkan pendapatan asli 
daerahnya dengan cara perluasan basis 
pajak dan retribusi, peningkatan kinerja 
BUMD, intensifikasi dan ekstensifikasi 
perpajakan, dan pengadaan sarana dan 
prasarana perpajakan di kantong-kantong 
potensial. 
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